
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KUDUS 

PROVINS! JAW A TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATE:N KUDUS 

NOMOR 03 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RA.l:I.MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 3 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tencang Keuangan 
Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 
2024; 

1. Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 13 
Pembentukan Daerah-Daerah 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Tahun 1950 
Kabupaten 

tentang 
dalam 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka.li terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor I Tabun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesi Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 6757); 

5 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tcntang Provins! Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesi Tahun 2023 
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6322); 



Menetapkan 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor249J; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KUDUS 

dan 

BUPATI KUDUS 

MEM-UTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi 
kewcnangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kudus. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga 
perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Kudus. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerab yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerinlah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersib dalam periode lahun anggaran berkenaan. 
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9. Pembiayaan aclalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

PasaJ2 

APBD Knbupatcn Kudus Tahun Anggaran 2024 berjumJah 
Rp2. l 98.060.695. 742,00 ( dua triliun scratus sembilan puluh 
delapan miliar enam puluh juta enam ratus sembiJan puluh 
lima ribu tujuh ratus empat puJuh dua rupiah) yang terdiri 
etas: 

a. Pendepatan Daerah Rp2.045.829.397.742,00 

b. Belanja Daerah R122. l 98.060.625, 742,QQ 

Defisit/Surplus Rp( l 52.231 .298.000,00) 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Rp 155.231 .298.000,00 

2. Pengeluaran Ro3.000.000.000,00 
Pemb1ayaan Netto Rp.152.231 298.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00. 

PasaJ 3 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
sebcsar Rp2.045.829.397.742,00 (dua triliun empat puJuh 
lime miliar delapan ratus dua pulub sembilan JUta tiga 
ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empal puluh 
dua rupiah) yang bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah. 

Pasal 4 

(1) Pcndapatan Asli Oaerah sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 
Rp438.526.613.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan 
miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga 
belas ribu rupiah) yang terdui atas: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Oaerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Oaerah yang dipisahkan; 
dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Oaerah yang sah. 
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(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (J) 
huruf a direncanakan sebesar Rpl81.448. l 12.000,00 
(seratus delapan puluh satu miliar empat rarus empat 
puluh delapan juta seratus dua be las ribu rupiah) 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp229.537.647.000,00 
(dua rarus dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga 
puluh tujuh Juta enam ralus empat puluh tujuh ribu 
rupiah) 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar RpS.229.035.000,00 (delapan 
miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima 
r ibu rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rpl9.31 l.819.000,00 (sembilan betas miliar tiga ralus 
sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah). 

Pasal 5 

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 
Rpl.607.302.784.742,00 (satu triliun enarn rarus tujuh 
mlliar liga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh 
empat ribu tujuh racus empat puluh dua rupiah). yang 
terdiri a tas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Penda,patan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar 
Rpl.397.605.285.742,00 (satu triliun tiga ratus sembilan 
puluh tujuh miliar enam ratus lima juta dua ratus 
delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua 
rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( l) huruf b direncanakan sebesar 
Rp209.697.499.000,00 (dua ratus sembilan miliar enam 
ratus sembilan puluh tujuh jula empat ratus sembilan 
puluh sembilan ribu rupiah). 

Pasal 6 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp0,00 (nol rupiah),yang terdiri alas: 
a . Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat; dan 

c. Lain-lain pcndapatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pendapalan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(3) Dana darurat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-UJ1dangan sebagaima.na climaksud pada ayat 
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp2.198.060.695.742,00 (dua triJiun 
seratus sembilan puluh delapan mlliar enam puluh juta enam 
ratus sembilan pu1uh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua 
rupiah) yang terdiri atas: 
a. Belanja operasi; 
b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 8 

(I ) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud daJam 
Pasa1 7 huruf a direncanakan sebesar 
Rpl.627.618.970.807,00 (satu triliun enam ratus dua 
puluh tujuh miliar ena.m ratus delapan betas juta 
sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh 
rupiah) yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 
c . Belanja bunga: 
d . Belanja subsidi; 
e . Belanja hlbah; dan 

f. Belanja bantuan sosia1. 

(2) Belanj a pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp923.947. l53.777,00 
(sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus 
empat puluh lujuh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh 
ratus tujuh puluh tujuh rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (J) huruf b direncanakan sebesar 
Rp610.930. 754.630,00 (enarn ratus sepuluh miliar 
sembilan racus tiga puluh juta tujuh ratus Hrna puluh 
empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 ( nol rupiah). 
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(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah ). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
e direncanakan sebesar Rp90.379.812.400,00 (sembilan 
puluh miliar t.iga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan 
ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huru:f f direncanakan sebesar Rp2.361.250.000,00 
(dua miliar tiga rarus enam puluh satu juta dua ratus 
lima puluh ribu rupiah). 

Pasal9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.264.326.594.707,00 (dua ratus enam puJuh empat 
miliar tiga ratus dua pulun enam juta lima ratus 
sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah) 
yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah; 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal asec tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

(2) Belanja modal tanab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp87.306.055.794,00 
(delapan puluh tujuh miliar t.iga ratus enam ju ta lima 
puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat 
rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp92.492.036.397,00 (sembilan puluh dua miliar empat 
ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga 
ratus sembilan puluh tujuh rupiah) 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan lrigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp83.854. l 74.516,00 (delapan puluh tiga miliar delapan 
ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat 
ribu lima ratus cnam belas ribu). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dirnaksud 
pads ayat {l) huruf e direncanakan sebesar 
Rp87.240.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus 
empal puluh ribu rupiah). 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp587.088.000,00 
(lima ratus delapan puJuh tujuh juta dclapan puJuh 
delapan ribu rupiah). 
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Pasal 10 

Aaggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar 
Rp4.777.643.228,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh 
tujuh juta enam ratus cmpat puluh tiga ribu dua ratus dua 
puluh delapan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimaaa dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar 
Rp301.337.487.000,00 (tiga ratus sat:u miliar tiga ratus 
tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh 
ribu rupiah) yang terdiri atas: 

a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasll sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp20.998.l JO.OOO,OO (dua 
puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta 
seratus sepuluh ribu rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp280.339.377.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar 
tiga ratus Uga puluh sembiJan juta tiga ratus tujuh pulub 
tujuh ribu rupiah). 

Pasal 12 
Anggaran pembiayaan daerah 'l'ahun Anggaran 
2024 direncanakan sebesar Rp152.23 l.298.000,00 
(seratus lima puluh dua m.iliar dua ratus tiga puluh satu juta 
dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang tcrdiri 
atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana cllmaksud 
dalam PasaJ 12 huruf a direncanakan sebesar 
Rp 155.23 l.298.000,00 (seratus lima puluh lima miliar 
dua ratus tiga puluh satu juta dua rarus sembilan puluh 
delapan ribu rupiah) yang lerdirl atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaraa 
sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaaa pinjamaa daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 

f. Penerimaan pembiayaan lai,nnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Sisa lebih perhirungan anggaran tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar RplSS.231.298.000,00 (seratus 
lima puluh lima miliar dua ratus tlga puluh satu juta dua 
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (l) buruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana diroaksud 
pada ayat (!) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian ptnJaman daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) huruf r direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

Pasal 14 

(l ) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebcsar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 
d. Pemberian pinjaman daerah; dan 

e . Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagairnana dimaksud 
pada ayat {JJ huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan scbesar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c 
dircncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dircncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) buruf e direncanakan sebesar 
Rp0,00 (nol rupiah). 
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Pasal 15 

(1) Selisib antara anggaran pendapatan daerab dengan 
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit 
sebesar Rpl52.231.298.000,00 (seratus lima puluh du.a 
miliar dua ratus tiga pulub satu juta dua ratus sembilan 
puluh delapan rlbu rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
clirencanakan sebesar Rp 152.231.298.000,00 
(seratus llma pulub dua miliar dua ratus tiga pulub satu 
juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). 

PasaJ 16 

(1 ) DaJam keadaan darurat tcrmasuk keperluan mendesak, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengcluara11 yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ctitetapkan dalam Peraturan Daerah 
ini, yang selanjutnya ctimasukkan dalam Perubaban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi; 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 
dan / a tau kejadian luar bias a; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 
dan/atau; 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagalmana di.maksud pada ayat 
( 1) meliputi: 

a. kebutuban Daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran Daerab yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerab dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang
undangan; dan/atau; 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 



a. Lampiran I 

b. Lampiran ll 

c. Lampiran Ill 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

r. Lampiran VJ 

g. Lampiran VU 

h. Lampiran Vlll 

I . Lampiran IX 

J· Lampiran X 

k. Lampiran XI 

I. Lampiran XU 

m Lampiran xm 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran xv 
p. Lampiran XVI 
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Ringkasan APBD yang Diklasilikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Ringkasan APBD yang Diklasilikasi 
Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah clan Organisasi; 
Rincian APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapat.an, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja 
Urusan Pemerintahan 
Organisasi, Program. 
Beserta Hasil dan Sub 
Beserta Keluaran; 

Menurut 
Daerah, 

l<egiatan 
Kegiatan 

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintah Daerah dan 
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Rekapitulasi Belanja 
Pemenuhan SPM; 

Untuk 

Sinkronisasi Program pada RPJMD 
dengan Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan 
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS 
dengan Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program Prioritas 
Nasional dengan Program Prioritas 
Daerah; 

Daftar Jumlah Pegawai 
Golongan dan Per Jabatan; 

Per 

Daftar Piutang Daerah; 

Daflar Penyertaan Modal Daerah 
dan Investasi Daerah Lainnya; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan 
Aset Lain-Lain; 

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak 
(mu/ty years); 

Daftar Dana Cadangan; dan 

Daftar Pinjaman Daerah. 
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Pasal 18 

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran diatur dengan Peraturan Bupati; 

Pasal 19 

Pei-aturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengecahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Dacrah l<abupaten Kudus. 

Ditetapkan di Kudus 
Pada tanggal 22 Desember 2023 

TI KUDUS, 

Diundangkan di Kudus, 
pada tanggal 22 Desember 2023 

Pj. s 

LE 

ia!A.•RIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ,.__ 

UPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 03 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
PROV1NSI JAWA TENGAH: (3-365/2023) 


